
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79A 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Pengurusan dan Penerbitan 

Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, 

b. bahwa guna terlaksana ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menghapus beberapa pasal pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum: 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822):
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4060): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1979 tentang 

Pemindahanlbukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke 

Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3147),



10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

DEWAN 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258), 

.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubahuntuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011, 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E), 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1), 

Dengan Persetujuan Bersama 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.



Pasal I 

Ketentuan pada BAB V Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 
16, Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi: 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Gorontalo 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 17 Maret 2015 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 17 Maret 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

- 

JAH U. TAYEB 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (3/2015)


